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ABSTRACT 
The clause eksoneri In business practice in Indonesia is often found an agreement made outside the provisions of the Code of Civil Code which provisions sayarat called Eksoneri clause or clause penyampingan this often creates a problem because it is very detrimental to the buyer on the intent of the clause umumnya.Adapun eksoneri or penyampingan this clause is to limit the liability of one party, usually the seller, in this case the seller of electronic goods. With eksoneri clause he restricts his responsibility and imposes a duty on the buyer or the words are generally stronger party imposes a duty on the weaker side. The Step - step that must be done in order to be seimbang.Apabila note Eksoneri clause, then the clause in the agreement eksoneri sometimes too one-sided, to the detriment of the other party.
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada dewasa ini dengan makin berkembangnya pembangunan, maka makin berkembang pula pola hidup masyarakat dalam hal ini  sebagian besar juga telah mengenal elektronik  yang pada saat sekarang dari kota hingga ke desa dan plosok desa telah menggunakan elektronik . Pasar elektronik saat ini benar benar laris manis sehingga setiap orang rasa ingin memilki dan sudah menjadi kebutuhan primair seperti contoh Hand Phond, TV,  VCD, Computer dan lain-lainnya.  Hal ini menunjukan bahwa secara otomatis sangat  menunjang  dalam pembangunan perekonomian, ada beberapa manfaat bagi masyarakat yakni dalam bentuk informasi  misalnya barang elektronik berbentuk hand phond yang membuat seseorang bisa melakukan transaksi seefisien mungkin. Kebutuhan barang elektronik ini sudah menjadi kebutuhan primair maka tidak salah hampir banyak orang berusaha untuk memiliki barang elektronik, apakah melalui kredit  bukan persoalan yang terpenting keinginan memiliki barang elektronik terpenuhi. Untuk itu perjanjian jual beli barang elektronik sangat diperlukan. 

Begitu marak jual elektronik pada saat sekarang , sehingga para penjual untuk menghindari adanya suatu kerugian pada umumnya penjual membuat klausul eksoneri (  klausul penyampingan  ). Jual beli sekarang terbuka lebar, bentuk perjanjian pada sekarang terbuka lebar sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata yaitu open system yang berarti boleh menggunakan bentuk apapun asalkan tidak bertentangan deng Undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. 

Pada saat sekarang jual beli bisa dengan transaksi melalui Transaksi elektronik dan hal ini mendapat perlindungan saecara khusus yaitu melalui undang –undang elektronik ( Undang-undang No. 11 Tahun 2008  tentang Internet dan Transaksi Elektronik ). Transaksi elektronik ini termasuk dalam perjanjian Innominaat bukan Nominaat, Untuk itu mengingat keadaan kebutuhan elektronik begitu besar, para pengusaha membuat strategi bisnis dengan membuat klausul eksoneri untuk menghindari adanya kerugian besar akan klausul tersebut harus dibuat dengan transparan tidak diperboleh bersifat menjebak pembeli. 
Dalam Perjanjian sering juga dibuat ketentuan sebagai syarat yang disebut Klausul Eksoneri ( klausul penyampingan ), maksud klausul ini  ialah untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak, biasanya pihak penjual . Dengan klausul eksoneri ini  ia membatasi tanggung jawabnya dan membebankan kewajiban kepada pihak pembeli atau dengan ungkapan umum, pihak yang lebih kuat membebankan kewajiban kepada pihak yang lebih lemah.
Dalam pelaksanaan perjanjian ialah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak  supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilakukan. Misalnya perjanjian jual beli  elektronik. Dalam perjanjian jual beli barang elektronik sebelum pelaksanaan biasanya  telah dibuatkan klausul eksoneri hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pihak pembeli apakah klausul itu seimbang atau tidak sehingga ketika menyepakati perjanjiannya benar-benar tidak ada unsur keterpaksaan yang membuat cacat hukum  dalam perjanjian tersebut.
Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi obyek perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak, dan dapat pula terjadi secara tidak serentak. Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang, atau sebaliknya penyerahan barang lebih dahulu kemudian disusul dengan pembayaran. Pelaksanaan perjanjian yang demikian menurut pendapat penulis adalah sesuatu yang normal dan bila disertai dengan klausul eksoneri juga harus klausul eksoneri yang seimbang sehingga pihak – pihak tidak ada yang merasa dirugikan.  
    Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG DAN AKIBATNYA”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah Penerapan Klausula eksoneri dalam perjanjian jual beli elektronik yang tidak seimbang dan bagaimanakah langkah – langkah  yang harus ditempuh  agar klausul eksoneri tersebut menjadi seimbang . 
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan klausula ekseneri dalam perjanjian jual beli barang elektronik yang tidak seimbang ?
2. Bagaimanakah pula langkah – langkah yang harus ditempuh agar klausula ekesoneri itu menjadi seimbang
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.
b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :
1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :
a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Pusat penjualan barang Mall Lembuswana  Samarinda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.
2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :
a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.
b. Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :
1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.
2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang Penerapan Klausula Eksoneri Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Dan Akibatnya.  
3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA TENTANG 

A. Penerapan Klausula Eksoneri Dalam Perjanjian Jual Beli Barang  Elektronik. 

Klausula eksoneri tersebut Dalam Praktek bisnis di Indonesia sering ditemukan suatu perjanjian yang dibuat dengan ketentuan diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu ketentuan sebagai sayarat yang disebut Klausula Eksoneri atau klausula penyampingan hal ini sering menimbulkan masalah karena sangat merugikan pembeli pada umumnya.


Adapun maksud dari klausula eksoneri  atau klausula penyampingan ini  ialah untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak, biasanya pihak penjual yang dalam hal ini penjual barang elektronik. Dengan klausula eksoneri ia membatasi tanggung jawabnya dan membebankan kewajiban kepada pembeli atau dengan perkataan pada umumnya pihak yang lebih kuat membebankan kewajiban kepada pihak yang lemah. Penulis berpendapat praktek seperti ini tdak boleh dibiarkan karena praktek ini identik dengan penindasan melalui bisnis dan perlu dicarikan solusinya agar tidak sampai menjadi kebiasaan bagi para penjual yang memperkaya dirinya, tanpa memperhatikan kepentingan pihak lainnya.


 Klausula Eksoneri dapat penulis beri contoh sebagai berikut : 

Misalnya dalam suatu nota pembelian sering dijumpai klausula yang berbunyi “ barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan “ dalam klausula ini penjual membebaskan dirinya dari kewajiban menanggung kemungkinan ada cacat pada barang itu, artinya jika ada cacat, misalnya rusak, barang itu tidak dapat dikembalikan lagi. Di sini kerugian dibebankan kepada pembeli.  Padahal seorang penjual harus mempunyai itikad baik artinya perjanjian itu harus terbuka tentang kalau terjadi cacat atau rusak barang elektronik tersebut harus diceritakan kepada calon pembeli sebelumnya sehingga perjanjian tersebut tidak mengalami cacat hukum. Akibat cacat hukum maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Untuk itu Asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) harus ditaati dan perjanjian tersebut menjadi sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat  dan baik penjual dan pembeli akan mendapatkan perlidungan hukum. 


Dalam praktek bisnis banyak menggunakan klausul eksoneri, misal lain lagi  dalam perjanjian pengangkutan melalui laut sering terdapat klausula eksoneri atau klausula penyampingan yang berbunyi “ keberangkatan kapal sewaktu-waktu dapat berubah dari tanggal yang ditetapkan tanpa pemberitahuan lebih dahulu” . Di sini jelas bahwa pengangkut menghindari tanggung jawab atas akibat kerugian yang mungkin timbul akibat dari penundaan itu. Hal ini penulis berpendapat bahwa sangat jelas tidak seimbang dan akibat klausul eksonada pihak lain yang sangat dirugikan.


Misal lain lagi di suatu tempat parkir seseorang memarkir kendaraannya dan mendapat tiket parkir yang berisi klausula eksoneri yang berbunyi “ kendaraan hilang bukan tanggung jawab pengelola parkir”. Di sini sangat jelas bahwa pengusaha parkir ini menhindari tanggung jawabnya dan membebankan kerugian kepada pemilik kendaraan. Penulis berpendapat klausula eksoneri yang seperti ini bisa terjadi mengambil suatu kesempatan untuk melakukan  kejahatan misal sengaja mencuri kendaraan, apabila klausula eksoneri ini dibiarkan tanpa memperhatikan kepentingan umum, untuk klausula eksoneri harus terbuka dan seimbang.

B. Langkah – Langkah yang harus dilakukan agar klausula Eksoneri     menjadi seimbang.

Apabila diperhatikan, maka klausula eksoneri dalam perjanjian kadang-kadang terlalu berat sebelah, sehingga merugikan pihak lainnya. Untuk mengatasi hal ini perlu diambil langkah- langkah tertentu supaya dapat dihindari aklibat yang terlalu memberatkan yang lemah. Langkah – langkah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dengan memperhatikan ketentuan Undang – undang yang bersifat mengatur hak dan kewajiban berdasarkan itikad baik. 

b. Penulisan klausula eksoneri ( klausula penyampingan ) itu dibuat secara jelas dan mudah dibaca, oleh setiap orang yang mau mengadakan perjanjian dengan pihak itu. 

c. Klausula eksoneri ( klausula penyampingan  )  tidak boleh mengenai syarat pokok ( condition ). 

d. Klausula eksoneri ( klausula penyampingan ) memuat kewajiban 
    menanggung bersama akibat yang timbul dari perjanjian itu, misalnya jika terdapat kerusakan pada barang yang dibeli , maka penjual menanggung biaya  

BAB III
P E N U T U P
A.  Kesimpulan
1. Bahwa Klausula eksoneri tersebut Dalam Praktek bisnis di Indonesia sering ditemukan suatu perjanjian yang dibuat dengan ketentuan diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu ketentuan sebagai sayarat yang disebut Klausula Eksoneri atau klausula penyampingan hal ini sering menimbulkan masalah karena sangat merugikan pembeli pada umumnya.Adapun maksud dari klausula eksoneri  atau klausula penyampingan ini  ialah untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak, biasanya pihak penjual yang dalam hal ini penjual barang elektronik. Dengan klausula eksoneri ia membatasi tanggung jawabnya dan membebankan kewajiban kepada pembeli atau dengan perkataan pada umumnya pihak yang lebih kuat membebankan kewajiban kepada pihak yang lemah. 

2. Adapun  Langkah – Langkah yang harus dilakukan agar klausula Eksoneri     menjadi seimbang.Apabila diperhatikan, maka klausula eksoneri dalam perjanjian kadang-kadang terlalu berat sebelah, sehingga merugikan pihak lainnya. Untuk mengatasi hal ini perlu diambil langkah- langkah tertentu supaya dapat dihindari aklibat yang terlalu memberatkan yang lemah. Langkah – langkah tersebut adalah sebagai berikut : Dengan memperhatikan ketentuan Undang – undang yang bersifat mengatur hak dan kewajiban berdasarkan itikad baik; Penulisan klausula eksoneri ( klausula penyampingan ) itu dibuat secara jelas dan mudah dibaca, oleh setiap orang yang mau mengadakan perjanjian dengan pihak itu; Klausula eksoneri ( klausula penyampingan ) tidak boleh mengenai syarat pokok (Condition);Klausula eksoneri ( klausula penyampingan ) memuat kewajiban menanggung bersama akibat yang timbul dari perjanjian itu, misalnya jika terdapat kerusakan pada barang yang dibeli , maka penjual menanggung biaya.
B. Saran – Saran 
1. Setiap pembuatan Klausula Eksoneri  agar tidak berat sebelah sebaiknya cara pembuatannya harus memperhatikan ketentuan undang – undang yang bersifat mengatur hak dan kewajiban berdasarkan  asas itikad baik dan dibuat secara transparan, tidak ada yang ditutup- tutupi .
2. Setiap penulisan klausula eksoneri itu harus dibuat secara jelas dan mudah dibaca oleh setiap orang yang mau mengadakan perjanjian dengan pihak lain  dan klausula eksoneri tidak boleh mengenai syarat pokok  dan juga klausula eksoneri  memuat kewajiban menanggung bersama akibat yang timbul dari perjanjian jual beli tersebut. 
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